






A. Latar Belakang Masalah 
Konsep tata pemerintahaan yang baik atau yang biasa kita sebut dengan istilah good 
governance saat ini menjadi isu yang sangat hangat dalam kajian ilmu serta pengelolaan 
administrasi negara. Hal ini terbuktikan dengan banyaknya tuntutan dari warga negara atau 
publik atau masyarakat dalam rangka memperbaiki sistem pemerintahan kepada penyelenggara 
negara yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Masih adanya sistem 
pemerintahan di Indonesia yang kurang baik, misalnya birokrasi yang rumit, pemerintahan yang 
rawan akan korupsi serta pelayanan publik yang terdapat banyak sekali kekurangan merupakan 
beberapa alasan mengapa tuntutan itu sering bermunculan. 
Sebagai bagian dari proses reformasi Indonesia, penerapan good governance di lingkungan 
pemerintahan itu sangat menentukan apakah reformasi akan dapat berjalan terus ataukah hanya 
berhenti disini saja. Seringkali terlihat aparatur birokrasi yang melayani kepentingan publik 
masih belum menyadari fungsinya , yakni sebagai pelayan warga negara atau publik. Penekanan 
kepada hasil dan kualitas pelayanan sangatlah kurang sehingga lambat laun pekerjaan-pekerjaan 
dalam organisasi menjadi kurang menantang dan kurang menggairahkan. 
Reformasi pelayanan publik merupakan suatu hal yang sangat strategis dan berdampak besar 
terhadap perubahan aspek-aspek pada kehidupan pemerintahan lainnya, hal itu ditujukan dalam 
rangka mewujudkan good governance atau biasa kita sebut dengan istilah kepemerintahan yang 





karakteristik dengan apa yang selama ini melekat pada konsep good governance merupakan 
sesuatu yang sangat penting. Karakteristik good governance  tersebut meliputi efisiensi, efektif, 
transparansi, responsibilitas dan responsivitas. Seperti apa yang tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, bahwa arti good governance adalah Kepemerintahan yang 
mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, responsivitas, 
transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat 
diterima oleh seluruh masyarakat luas.  
Pelayanan publik mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan warga negara pengguna 
pelayanan agar dapat memperoleh apa yang diinginkan dan memuaskan. Dengan demikian 
warga negara atau biasa disebut dengan istilah publik  juga mengharapkan penyedia layanan 
(pemerintah) harus mempunyai sikap yang responsif sehingga warga negara dapat merasakan 
manfaat langsung dari perbaikan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan dan 
kebutuhannya. Responsivitas pemerintah merupakan salah satu perwujudan good governance 
harus mampu mencakup seluruh kebutuhan dan kepentingan publik, tak terkecuali dalam 
menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna susila. Wanita Tuna 
Susila itu juga bisa diartikan sebagai wanita salah tingkah, tidak susila atau gagal menyesuaikan 
diri terhadap norma-norma susila. (Kartono, 2011 : 207) 
UNDP (United Nation Development Program) pada tahun 2012 menjelaskan bahwa 
terdapat 190.000 hingga 270.000 ribu wanita tuna susila dengan jumlah pelanggan sekitar 7 
hingga 10 juta orang di Indonesia. Permasalahan mengenai wanita tuna susila ini merupakan 





dilakukan oleh pemerintah guna menyelesaikan permasalahan tersebut, antara lain dengan cara 
mengurangi, menekan dan membatasi pertumbuhan dan penyebaran wanita tuna susila. 
Kebutuhan ekonomi menjadi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan 
himpitan dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan yang sangat beragam hal tersebut dapat 
membuat seseorang rela melalukan pekerjaan apapun demi kelangsungan hidupnya, biaya hidup 
yang semakin mahal serta pola hidup yang mewah membuat banyak orang mencari nafkah 
dengan cara menjajakan diri seperti yang dilakukan oleh para wanita tuna susila. Hal ini selaras 
dengan pendapat Professor Louise Brown dari Inggris yang dikutip oleh CNN Indonesia pada 
tahun 2015 tentang perdagangan perempuan dan pelacuran di beberapa negara Asia, menyatakan 
bahwa ada tiga kategori wanita tuna susila yang tidak disamaratakan. Pertama, kelompok atas 
yang memilih profesi menjajakan diri dengan bayaran yang sangat tinggi. Wanita tuna susila 
kelas  atas ini memiliki wajah yaang sangaat cantik. Mereka bekerja dengan berkeliling kota 
demi kota di Asia dan mendapatkan bayaran hingga ratusan juta rupiah. Wanita tuna susila dari 
kelas ini jumlahnya paling sedikit dan langka. Alasan kenapa mereka memilih pekerjaan ini 
dikarenakan mereka ingin hidup dengan serba kemewahan tanpa bersusah payah. Kelompok 
kedua adalah kelompok wanita tuna susila yang menjajakan diri mereka dengan ditemani 
mucikari dan biasanya ditemukan di tempat lokalisasi. Wanita tuna susila kelompok kedua ini 
memiliki struktur, jaringan serta mucikari yang menjaga dan memasarkan pelacur bersangkutan. 
Jumlah  wanita tuna susila kelompok kedua ini lebih banyak dari kelompok di level atas. 
Selanjutnya, kelompok terakhir adalah kelompok wanita tuna susila yang sungguh-sungguh 
menjajakan diri karena terdesak kebutuhan ekonomi. Mengaca pada kasusnya di Indonesia, 





warung kaki lima dengan mendapat bayaran mulai dari lima (5) ribu hingga puluhan ribu rupiah 
sekali malayani dan jumlah mereka ini yang paling banyak diantara semua golongan. 
Hasil rekapitulasi Wanita Tuna Susila di Jawa Tengah pada tahun 2013 sudah mencapai 
3.134 orang (0,021%) dari jumlah penduduk usia antara 15 s.d 44 tahun sebanyak 15.288.164 
orang (BPS, Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2014). Dari banyaknya angka tersebut bisa saja 
semakin bertambah disebabkan oleh semakin berkembangnya teknologi yang bisa juga membuat 
mereka melakukan praktek secara terselubung dan juga online. Kota Solo dikabarkan ada 700 
wanita tuna susila yang beroperasi (http://www.kompasiana.com), diakses 26 Maret 2017). Salah 
satu lokalisasi pelacuran yang terletak di kota Solo yaitu Silir yang sekarang ini sudah ditutup 
(http://www.solopos.com, diakses 2 April 2017 ). Keberadaan aktivitas Wanita Tuna Susila ini 
dipandang masyarakat sebagai sisi hitam kehidupan sosial. Sisi hitam yang sedang dihadapi oleh 
bangsa Indonesia ini merupakan kesenjangan yang berupa perbuatan yang sudah mengganggu 
norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian menjadi penting bagi 
pemerintah untuk melakukan upaya melokalisir perkembangan dan pertumbuhan praktek wanita 
tuna susila, dengan membentuk program yang dapat mengurangi adanya praktek prostitusi, 
seperti program yang tertera dalam Peraturan Menkes RI No 129 Tahun 2013 tentang 
Pengendalian HIV-AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS), Penutupan Lokalisasi, Rehabilitasi 
Sosial Wanita Tuna Susila (WTS), dll.  
Dalam rangka menanggulangi permasalahan wanita tuna susila, salah satu kebijakan dari 
Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ialah memberikan Pelayanan dan 
Rehabilitasi Sosial. Dimana sebelum memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, pemerintah 





sedang melakukan transaksinya. Pada zaman sekarang  ini masyarakat memiliki pandangan 
bahwa rehabilitasi adalah sebuah cara untuk menyembuhkan orang yang sakit dan sebenarnya 
jika kita dapat melihat dari berbagai macam sudut pandang rehabilitasi bukan hanya sekedar 
untuk orang yang sakit secara fisik, namun rehabilitasi juga dilakukan untuk menyembuhkan 
atau bisa juga menetralkan seorang jiwa manusia yang mempunyai permasalahan sosial di 
kehidupannya supaya dapat berdaya di masyarakat dan melakukan hubungan sosial dengan baik 
seperti yang terjadi pada Wanita Tuna Susila seperti dengan apa yang terkandung dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, khusunya pada pasal 7 
ayat 1 disebutkan bahwa “Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan 
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi 
sosialnya secara wajar.” 
Panti Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta merupakan Unit Pelaksana 
Teknis dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok untuk melaksanakan   
kegiatan  teknis  dan operasional  di bidang  pelayanan  dan  rehabilitasi  sosial  penyandang 
masalah kesejahteraan sosial Wanita  Tuna  Susila / eks Wanita Tuna Susila dengan  
menggunakan  pendekatan  multi  layanan. Serta juga memiliki tujuan untuk 
Mewujudkan  Kemandirian Kesejahteraan Sosial "PMKS". Pelayanan dan Rehabilitasi 
Profesional dengan memberikan pembinaan terhadap tata kehidupan Wanita Tuna Susila dalam 
penghidupan secara normatif dan mengembangkan pemulihan kembali harga diri, kepercayaan 
diri, tanggung jawab sosial, kemauan dan kemampuan Wanita Tuna Susila agar dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat. 





Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 109 Tahun 2016 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi  Jawa 
Tengah. 
Wanita tuna susila yang menjalani proses pelayanan dan rehabilitasi di Panti Pelayanan 
Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta diperoleh dari pengiriman hasil penertiban atau  razia 
yang telah dilakukan oleh satpol PP, Dinas Sosial Kabupaten atau Kota di seluruh Jawa Tengah 
untuk kemudian dapat dibina dan kembali hidup normatif. Mereka yang sedang dalam proses 
bimbingan pelayanan dan rehabilitasi di Panti Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” 
Surakarta biasa disebut dengan istilah eks Wanita Tuna Susila atau Penerima Manfaat (PM) dan 
tidak boleh disebut lagi dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS) karena dianggap menyalahi 
dengan kebijakan yang berlaku. Penerima Manfaat  atau eks WTS disini berasal serta datang dari 
berbagai sifat, daerah maupun latar belakang yang beraneka ragam selain itu banyak faktor lain 
yang menyebabkan seseorang menjerumuskan dirinya ke dunia prostitusi, untuk itu penulis 
mengelompokan latar belakang Penerima Manfaat berdasarkan pendidikan dan asal daerah. 




Data Penerima Manfaat Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan  
Tahun 2016 
NO PENDIDIKAN JUMLAH 
1 BH (Buta Huruf) 54 





3 SD (Sekolah Dasar) 129 
4 DO SMP (Drop Out Sekolah Menengah Pertama) 25 
5 SMP (Sekolah Menengah Pertama) 67 
6 DO SMA (Drop Out Sekolah Menengah Atas) 14 
7 SMA (Sekolah Menengah Atas) 49 
8 D3 (Diploma) 5 
9 S1 (Strata 1) - 
Sumber: Laporan Tahunan Panti  Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta 
Tahun 2016 
 
 Dapat dilihat berdasarkan Tabel 1.1 diatas bahwa jumlah penerima manfaat dengan latar 
belakang pendidikan yang hanya lulusan sekolah dasar sangatlah mendominasi Hal ini 
membuktikan bahwa pendidikan di negara kita memang perlu lebih diperhatikan khususnya di 
Provinsi Jawa Tengah, mengingat tingginya anak yang putus sekolah dan mungkin disebabkan 
karena faktor biaya yang bisa mengakibatkan seseorang terjerumus dalam masalah prostitusi. 
Selain pada keluarga dan masyarakat, pendidikan juga berpengaruh dalam diri setiap manusia. 
Pendidikan  akan  membentuk dan memberikan budi pekerti yang berpengaruh pada watak 
seseorang. Dengan demikian sebagai tanggung jawab pemerintah kepada warga negara yang 
menerima pelayanan maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa 
Tengah perlu melakukan pelayanan dan rehabilitasi sosial berupa bimbingan bimbingan (sosial, 
fisik, mental dan ketrampilan) terhadap wanita tuna susila.Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas 
Sosial Provinsi Jawa Tengah dilimpahkan kepada Panti Pelayanan Sosial Wanita 
“Wanodyatama” Surakarta sebagai Unit Pelayanan Teknis. Sistem yang digunakan Panti 
Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi 
sosial adalah sistem on dan off  dengan jangka waktu rehabilitasi kurang lebih selama 6 bulan,  





Pelayanan dan rehabilitasi di Panti Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta 
meliputi : pendekatan awal, pengungkapan masalah (assesment), bimbingan (sosial, fisik, mental 
dan ketrampilan), resosialisasi, penyalutran, bimbingan lanjut, evaluasi, serta terminasi. Dalam 
memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial, Panti Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” 
Surakarta tidak bisa hanya mengandalkan organisasi itu sendiri akan tetapi juga  menjalin kerja 
sama dengan berbagai pihak agar wanita tuna susila itu mendapatkan bekal yang cukup guna 
kembali terjun ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi. Bentuk program yang diberikan 
serta kerjasama dengan berbagai instansi terdiri dari : Bimbingan Mental, Bimbingan Sosial, 
Bimbingan Fisik dan Bimbingan Keterampilan. 
Dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada eks wanita tuna susila, Panti 
Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta tidak selalu berjalan dengan harapan. 
Selama proses pelayanan dan rehabilitasi ada beberapa eks Wanita Tuna Susila atau Penerima 
Manfaat yang memilih untuk kabur dari asrama atau melarikan diri dari Panti Pelayanan Sosial 
Wanita “Wanodyatama” Surakarta karena secara psikis kebanyakan dari mereka  masih belum 
bisa menerima jika mereka ditangkap secara paksa oleh petugas saat melakukan operasi atau 
razia. Permasalahan ini tentu saja menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah. Maka 
salah satu indikator tanggungjawab pemerintah dapat dilihat dari responsivitas yang tinggi dari 
pemerintah dalam menangani semua permasalahan, kebutuhan, keluhan serta aspirasi warga 
negaranya. Selain itu pemerintah juga harus lebih tanggap dalam memahami tuntutan  publik dan 
memenuhi segala sesuatu yang menjadi tuntutan publik. Di dalam tuntutannya, publik 
mempunyai tuntutan yang banyak dan bermacam-macam jenisnya akan tetapi penelitian ini 





terutama mereka eks Wanita Tuna Susila yang terkena razia atau operasi di jalan-jalan. Hal ini 
dikarenakan pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi merupakan serangkaian kegiatan yang 
terintegrasi artinya dilaksanakan bersama-sama dan saling terkait untuk mempersiapkan agar 
mereka dapat kembali hidup secara normatif. Selanjutnya ini adalah jumlah Penerima Manfaat 
selama tiga tahun terakhir yang berasal dari berbagai asal dinas pengirim: 
Tabel 1.2 
Data Penerima Manfaat Berdasarkan Asal Dinas Pengirim 
Pada Tahun 2014-2016 







Tahun 2016  
1 Surakarta 4 100 129 
2 Sukoharjo 2 7 23 
3 Sragen 9 45 46 
4 Klaten 1 39 28 
5 Wonogiri 1 2 31 
6 Boyolali 3 1 27 
7 Karanganyar 1 3 33 
8 Jogyakarta 14 2 57 
9 Semarang 10 58 2 
10 Purwodadi - 9 1 
11 Purworejo 7 2 4 
12 Banjarnegara 1 9 2 
13 Banyumas 1 20 2 
14 Tegal 1 42 1 
15 Cilacap 1 6 4 
16 Pati 1 3 7 
17 Magelang 2 11 3 
18 Kendal - 10 1 
19 Pekalongan - 19 - 
20 Batang 1 5 5 






Berdasarkan Tabel 1.2 daerah asal dinas pengirim Wanita Tuna Susila diatas, dapat 
diketahui bahwa Penerima Manfaat atau eks wanita tuna susila yang terjaring berasal dari 
berbagai macam daerah. Dimana Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang jumlah 
Penerima Manfaatnya semakin tahun semakin bertambah. Dan jika dibandingkan dengan kota 
lain, Kota Surakarta mempunyai jumlah Penerima Manfaat yang paling banyak.  
Penerima Manfaat atau eks Wanita tuna susila merupakan bagian dari masyarakat 
Indonesia, dengan demikian wanita tuna susila juga berhak mendapatkan pelayanan yang sama 
dengan masyarakat Indonesia lainnya. Oleh karena itu Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 
memiliki kewajiban menjamin kesejahteraan sosial terhadap wanita tuna susila. Dalam 
menjalankan kewajibannya Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melimpahkan tugasnya kepada 
Panti Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis. 
Keberadaan wanita tuna susila memang dikarenakan berbagai hal, akan tetapi faktor utama 
adanya eks wanita tuna susila atau penerima manfaat yang berada di Panti Pelayanan Sosial 
Wanita “Wanodyatama” Surakarta ialah karena rendahnya pendidikan yang mereka miliki. Hal 
tersebut diperoleh dari informasi ketika melakukan data prapenelitian di Panti Pelayanan Sosial 
Wanita “Wanodyatama” Surakarta. Selanjutnya penelitian ini akan difokuskan pada Panti 
Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta karena untuk memberikan pelayanan dan 
rehabilitasi sosial kepada eks wanita tuna susila hal yang paling penting adalah menjaga dan 
melindungi psikologi sosial wanita tuna susila tersebut. Jika tidak diberikan perlindungan dan 
perhatian wanita tuna susila akan menjadi agresif seperti apa yang pernah diungkapkan oleh 
salah satu pekerja sosial yang saat itu pernah diwawancarai penulis. Selain itu penelitian ini 





karena mengingat bahwa yang diberi pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah wanita tuna susila. 
Dimana mereka tidak menuntut keterbukaan, tanggung jawab, perundang-undangan atau yang 
lainnya. Oleh karena itu dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap wanita 
tuna susila hal yang terpenting adalah bagimana daya tanggap aparatur negara dalam 
memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan baik. Responsivitas Panti Pelayanan Sosial 
Wanita “Wanodyatama” Surakarta dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial menjadi 
sangat penting untuk mewujudkan  Kemandirian Kesejahteraan Sosial terutama bagi Wanita 
Tuna Susila. Hal menarik inilah yang mendorong penulis untuk penulis untuk melakukan 
penelitian  mengenai ”Responsivitas Panti Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” 
Surakarta Dalam Memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial kepada eks Wanita Tuna 
Susila” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan 
masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini: 
1. Bagaimana Responsivitas Panti Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta 
Dalam Memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial kepada eks Wanita Tuna Susila? 
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Panti Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” 
Surakarta Dalam Memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial kepada eks Wanita Tuna 
Susila? 
 





1. Mengetahui dan mendeskripsikan Responsivitas Panti Pelayanan Sosial Wanita 
“Wanodyatama” Surakarta dalam Memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi kepada eks” 
Wanita Tuna Susila. 
2. Mengetahui dan menjelaskan apa saja hambatan yang dihadapi oleh Responsivitas Panti 
Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta dalam Memberikan Pelayanan dan 
Rehabilitasi kepada eks Wanita Tuna Susila. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoretis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkaya 
khasanah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara. Disamping itu, 
hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan 




2. Secara Praktis 
a. Bagi instansi terkait penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran yang digunakan dalam upaya penanganan maupun rehabilitasi dan juga 






b. Bagi masyarakat agar mengetahui program kerja, penanganan dan gambaran 
mengenai Panti Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta sebagai sarana 
pelatihan kerja bagi perempuan wanita tuna susila. 
c. Sebagai syarat bagi penulis untuk memenuhi gelar Sarjana pada Program Studi 
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.  
